
BUPATl TEGAL

PROVINSI JAWA TENOAH

PERATURAN BUPATl TEGAL

NOMOR ̂  TAHUN20aO

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATl TEGAL NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG PEMILXHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI

MUSYAWARAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATl TEGAL

Menimbang a. bahwa pengaturan tentang Pemilihan Kepala Desa antar

waktu melalui musyawarah Desa telah ditetapkan dalam

Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019;

b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a
terdapat materi yang belum diatur sehingga perlu
dirubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemilihan
Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara

Republik Indosesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);



3. Undang- -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentan

g Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II

Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 2);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

2092);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66

Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

4);

10 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun

2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Tegal Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 94)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal

Nomor 6 Tahim 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14);

11 Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 Tentang

Kepala Desa sebagaimeina telah diubah dengan

Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentsing

Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27

Tahun 2018 Tentang Kepala Desa;

12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019 Tentang

tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui

Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal

Tahun 2019 Nomor );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

MELALUI MUSYAWARAH DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019

Tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah dan ayat (4) Pasal 5 dihapus , sehingga

berbunjd sebagai berikut:



Pasal 5

(1) Dalam rapat BPD untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dituangkan dalam
Berita Acara Rapat dengan dilampiri daftar hadir.

(2) Pembentiikan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan dengan keputusan BPD, dan

dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dilampiri Berita Acara paling

lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

(3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri

atas Perangkat Desa dan lonsur masyarakat, beijumlah paling banyak 21

(dua puluh satu) orang.

(4) Dihapus.

(5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a

bertanggungawab kepada pimpinan BPD.

(6) Contoh Berita Acara Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Contoh Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbun3ri sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam melaksanakan tugasnya,

Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu wajib memiliki stempel dan

kop surat.

(2) Wama tulisan pada kop surat dan tinta stempel sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah biru benhur.

(3) Bentuk dan ukuran kop surat, stempel dan sampul surat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antar waktu menerapkan prinsip

sederhana, efisien, dan efektif.

(2) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui

mu^awarah desa dibebankan pada APBDesa.

(3) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilarang dibebankan kepada bakal calon atau calon Kepala

Desa antar waktu.



4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (10) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 12

(1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa antar

waktxi melalm pengumuman dan pendaftaran lowongan jabatan Kepala

Desa antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui ketua RT

dan/atau ketua RW serta ditempelkan pada tempat-tempat terbuka dan

strategis yang mudah diakses serta diketahui oleh masyarakat di

lingkungan Desa yang bersangkutan.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan

mengenai persyaratan bakal calon Kepala Desa antar waktu serta

tahapan/jadwal pemilihan.

(4) Setelah 3 (tiga) hari pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pada hari ke 4 (empat) Panitia membuka pendaftaran pelamar bakal

calon Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 12 (dua belas ) hari.

(5) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal

calon Kepala Desa antar waktu mendaftarkan diri dan wajib hadir secara

pribadi dengan menyerahkan berkas lamaran beserta persyaratannya

kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tempat dan jadwal serta waktu

yang telah ditentukan.

(6) Surat lamaran ditulis tangan sendiri dan diberi materai cukup.

(7) Panitia Pemilihan mengadakan penelitian terhadap semua berkas

lamaran beserta persyaratan bakal calon Kepala Desa antar waktu yang

diterima ke dalam blangko penelitian berkas persyaratan dalam jangka

waktu 7 (tujuh) hari sejak berakhimya waktu pendaftaran.

(8) Contoh blangko penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) Apabila setelah diadakan penelitisin oleh Panitia Pemilihan temyata

terdapat keragu-raguan tentang keabsahan persyaratan yang ditetapkan,

maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk

melengkapinya paling lama 5 (lima) hari sejak pemberitahuan oleh Panitia

kepada yang bersangkutan, dengan surat pemberitahuan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

(10) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diadakan penelitian terhadap

berkas lamaran beserta persyaratannya oleh Panitia Pemilihan

dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka dikembalikan kepada pelamar

yang bersangkutan secara tertulis dengan tanda terima disertai

penjelasan atau alasannya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.



(11) Dalam penerimaan pendaftaran, Panitia Pemilihan harus memperhatikan

ketentuan sebagai berikut:

a. tempat pendaftaran, adalah di Sekretariat Panitia Pemilihan;

b. waktu pendaftaran mulai hari keempat pengumuman dibuka sampai

dengan hari terakhir pembukaan pendaftaran, dengan ketentuan jam

pendaftaran adalah :

1. hari Senin sampai dengan hari Kamis dibuka dari jam 07.15 WIB

sampai dengan jam 16.15 WIB dan ;

2. hari Jumat dibuka dari jam 07.15 WIB sampai dengan jam 10.45

WIB; dan

c. pada ssiat mendaftar, bakal calon Kepala Desa Antar Waktu wajib

berpakaian bebas rapi.

5. Ketentuan Pasal 13 ditambah 5 (lima) ayat baru, yaitu ayat (4), ayat (5), ayat

(6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Penyaringan bakal calon menjadi calon Kep£da Desa antar waktu

ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga)

orang calon.

(2) Dalam hal jumlah bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia melakukan

seleksi tambahan.

(3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. pengalaman bekeija/mengabdi di pemerintahan Desa, dan/atau

lembaga pemerintahan dan yang dipersamakan;

b. tingkat pendidikan.

(4) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia

memperpanjang pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

(5) Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) pendaftar yang memenuhi syarat tetap hanya 1

(satu) orang, maka paling lama 1 (satu) hari sejak berakhimya

pengumuman Panitia pemilihan melaporkan kepada BPD.

(6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD

menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu d£in Paling

lama 3 (tiga) hari sejak menerima laporan panitia pemilihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), BPD memohon kepada Bupati melalui camat

untuk pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

(7) Yang termasuk dalam lembaga pemerintahan desa dan/atau Lembaga
Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah :

a. BPD;

b. Pemerintah Desa;

c. Pemerintah Kabupaten;



d. Pemerintah Provinsi;

e. Pemerintah Pusat; dan

f. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Ralqrat Daerah; dan

g. Yang dipersamakan, yaitu anggota TNI dan anggota POLRI.

(8) Yang dipersamakan dengan pengalaman bekeija atau mengabdi di

Pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

meliputi:

a. Pengurus RT;

b. Pengurus RW;

c. Tim Penggerak PKK;

d. Karang Teiruna;

e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

f. KPMD;

g. POSYANDU.

6. Ketentuan ayat (1) huruf o dan huruf p Pasal 14 diubah dan Ketentuein ayat

(2) pasal 14 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Calon Kepala Desa antar waktu wajib memenuhi persyaratan:

a. warga Negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda

Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat keterangan pengganti KTP-el;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau

sederajat;

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa Antar Waktu;

g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

h. tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling

singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai

menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan

terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana

serta bukan sebagai pelaku kejahatan bemlang-ulang;

i. tidak sedang dicabut hak dipilihnya sesuai dengan putusan

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

j. berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter

Pemerintah;



k. bebas narkoba dan/atau zat psikotropika, dibuktikan dengan surat
keterangan yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang terkait
dengan narkoba dan/atau zat psikotropika;

1. bersedia bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih;
m. tidak pemah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali

masa jabatan baik secara berturut-turut atau secara berselang weiktu,

baik di Desa setempat atau Desa lain di seluruh wilayah Republik

Indonesia;

n. lulus tes kejiwaan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;

o. bagi perangkat Desa, PNS, TNI/POLRI dan anggota DPRD harus
menyertakan surat persetujuan dari Penjabat Kepala desa,

Bupati/pembina Kepegawaian, pimpinan/atasan instansinya;

p. foto copy surat Keputusan pengangkatan, bagi mereka yang

bekeija/atau pemah bekerja atau mengabdi di lembaga pemerintahan
dan/atau Pemerintahan desa.

q. tidak pemah diberhentikan dari jabatan Kepsda Desa dikarenakan

melakukan tindak pidana atau melanggar sumpah Jabatan atau

melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai
Kepala Desa pada masa jabatan sebelum diadakan proses Pemilihan

Kepala Desa Antar weiktu.

(2) dihapus.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 15 diubah, , sehingga berbunjd

sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa

antar waktu disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 harus mendapatkan ijin cuti dari Penjabat Kepala Desa

terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala

Desa antar waktu sampai dengan selesainya penetapan calon Kepala

Desa antar waktu terpilih.

(2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap

oleh Perangkat Desa lainnya yang dipandang mampu dan ditetapkan

dengan Surat Perintah Tugas dari Penjabat Kepala Desa.

(3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa antar waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih menjadi Kepala

Desa antar waktu, yang bersangkutan diberhentikan dari Perangkat desa

oleh Penjabat Kepala desa setelah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa

antar waktu terpilih atau sebelum dilantiknya Calon Kades antar waktu

terpilih.



(4) Contoh surat permohonan ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Contoh Surat Ijin Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa antar

waktu disamping hams memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 yang bersangkutan diberhentikan oleh Bupati dari keanggotaan

BPD terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa

antar waktu yang diusulkan oleh Kepala desa/penjabat Kepala desa melalui

Camat.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) humf c, r dan huruf t, ayat (6) humf a Pasal

19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Bakal calon Kepala Desa antar waktu mengajukan lamaran yang ditulis

tangan sendiri, bermaterai cukup ditujukan kepada Bupati melalui

Panitia Pemilihan.

(2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan:

a. surat pemyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang

dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai

cukup, contoh surat pemyataan sebagaimana format dalam Lampiran

IX yging mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

b. surat pemyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan

kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang

sah yang diketahui oleh Kepala Desa diatas kertas bermaterai, contoh

surat pemyataan sebagaimana format dalam Lampiran X yang

mempakan bagian tidak terpisahkan dsiri Peraturan Bupati ini.

c. foto copy ijazah yang diajukan sebagai persyaratan dan ijazEih sekolah

satu tingkat di bawahnya yang dilegalisir oleh Pejabat yang

berwenang;

d. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

e. foto copy Kartu Tanda Penduduk Elekronik (KTP-el) /Surat

Keterangan KTP-el dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat

yang berwenang;

f. surat pemyataan tidak akan mengundurkan diri dalam proses

Pemilihan Kepala Desa antar waktu apabila telah ditetapkan menjadi



calon Kepala Desa antar waktu yang dibuat oleh yang bersangkutan di
atas kertas segel atau bermaterai cukup, contoh surat pemyataan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak

sedang menjalani hukuman pidana penjara;

h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak

pemah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman

penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima)

tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan

secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan

pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-
ulang;

i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak
dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

j. surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah
(Puskemas atau Rumah Sakit Pemerintah);

k. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Republik
Indonesia;

1. surat keterangan bebas narkoba atau obat terlarang, zat psikotropika
dari institusi yang berwenang;

m. surat pemyataan dari yang bersangkutan bahwa belum pemah
menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik
bertumt-turut atau tidak bertumt-tumt, baik menjabat di Desa yang

bersangkutan maupun di Desa lain di selumh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia di atas kertas segel atau bermaterai
cukup, dan contoh surat pemyataan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XII yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

n. surat keterangan lulus tes kejiwaan yang dikeluarkan oleh Rumah
Sakit Pemerintah;

o. surat ijin cuti dari Penjabat Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang
masih menjabat dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala
Desa antar waktu;

p. surat pemyataan akan menerima hasil Pemilihan Kepala Desa antar
waktu, contoh surat pemyataan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

q. daftar riwayat hidup, contoh daftar riwayat hidup sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
















































































































